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ABSTRACT

HASLINDA LATIF, 2024, Calculation and Reporting of PPh 21 for Employees
of the Regional Public Water Company (PDAM) Tirta Jene'berang District.
Gowa. Final Assignment, D-lll Taxation Study Program, Faculty of Economics and
Business, Muhammadiyah University Makassar. Supervised by Supervisor | Mr
Rustan and Supervisor Il Mr Andi Arifwangsa Adiningrat.

This research aims to examine the process of calculating and reporting
Income Tax (PPh) Article 21 for employees of the Gowa Regency Regional
Drinking Water Company (PDAM). PPh 21 is a tax on income received or obtained
by domestic individual taxpayers in connection with work, services or activities.
This study focuses on identifying tax calculation procedures, compliance with
applicable tax regulations, as well as the efficiency and accuracy of tax reporting
by PDAM Gowa Regency.

The method used in this research is quantitative, the technique uses data
reduction, data presentation and drawing conclusions. The data obtained was to
assess the effectiveness of the system used by PDAM Gowa Regency in managing
PPh 21, including withholding, depositing and reporting.

The research results show that PDAM Gowa Regency has implemented a
system for calculating and reporting PPh 21 in accordance with applicable tax
regulations. The calculation process is carried out using integrated software, which
makes it easier to calculate taxes based on employee salaries and benefits. While
the system uses e-filing, several problems are often experienced by the treasurer
in the reporting process, such as being overwhelmed in carrying out various tasks
and not infrequently there are problems with the network so that the PPH 21
reporting process is hampered.

Keywords: PPh 21 income tax, calculation, reporting
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara dianggap maju dan berkembang dilihat berdasarkan
pembangunanya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus berusaha untuk
mencapai tujuan tersebut dengan menggali potensi yang ada di Indonesia.
Pembangunan di Indonesia sangat penting dalam memberikan kesejahteraan
kepada masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah
harus memiliki sumber pendanaan yang memadai. Salah satu sumber
pendanaan pembangunan di Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak dipungut
dari masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat
dipaksakan penagihannya. Maka peran masyarakat dalam pembiayaan
pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Karena pada dasarnya
pembangunan di Indonesia dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan
sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk
belanja pembangunan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara.



Salah satu jenis pajak yang menjadi pengembang pendapatan negara
yaitu PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pemungutan pajak
penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan
pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri (Abdullah et al., 2020).

Wajib pajak harus bersifat aktif dan jujur untuk menghitung, menyetor
dan melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak, sedangkan fiskus hanya
mengawasi atau sebagai verifikasi. Sistem ini juga memberikan konsekuensi
bagi Wajib Pajak, sehingga jika Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban
pajak yang ditanggungnya maka sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat.
Sistem 1ini menyarankan bahwa wajib pajak memerlukan pemahaman yang
lebih baik tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
agar mercka dapat mematuhi kewajibannya dengan baik. (Earning & Pada,
2010)

Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pemberi kerja, bendaharawan
pemerintahan, dana pensiunan, badan, perusahaan, dan penyelengaraan
kegiatan. Dalam melakukan penyetoran pajak terutang, pemberi kerja
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sedangkan dalam melaporkan pajak
terutang pemberi kerja menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Batas waktu
penyetoran pajak terutang secara bulanan paling lambat tanggal 10 setelah

bulan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan SSP, sedangkan batas



waktu pelaporan pajak terutang bulanan tanggal 20 bulan takwim berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan SPT masa. Tanggal jatuh
tempo penyetoran pajak terutang tahunan adalah setiap tanggal 25 Maret tahun
pajak berikutnya dengan menggunakan SSP sedangkan batas waktu pelaporan
pajak terutang tahunan adalah tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya dengan
menggunakan SPT Tahunan.

Masalah yang terjadi dalam pemahaman tentang pajak penghasilan
pasal 21 penting bagi setiap Wajib Pajak yang berpenghasilan. Oleh karena itu,
pegawai yang bekerja disuatu perusahaan seharusnya memiliki kartu Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memahami manfaat dari kartu NPWP agar
bisa melaksanakan kewajibannya, dan mendapatkan hak atas kepemilikan
kartu tersebut. Selain itu, para pegawai wajib memahami perhitungan dan
pelaporan. Dalam perhitungan PPh pasal 21 dan Pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) tahunan, yang setiap tahunnya diberikan oleh
perusahaan, untuk dilaporkan oleh pegawai kekantor pajak. Adapun hal yang
perlu diketahui dan dipahami oleh pegawai atau Wajib Pajak bahwa ketika
Wajib Pajak lupa, tidak sengaja, meremehkan dan atau dengan sengaja tidak
melaporkan SPT tahunan maka, ada sanksi yang akan dikenakan terhadap
Wajib Pajak tersebut. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan
akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak taat terhadap ketentuan

perturan perpajakan.



Berdasarkan dari latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka
penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Perhitungan
Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air

Minum (PDAM) Titra Jene’berang Kab. Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka
rumusan masalah dalam penelitian in1 adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Tirta Jeneberang Kab. Gowa?”.
2. Bagaimana Pelaporan PPh Pasal 21 atas Pegawai Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Tirta Jeneberang Kab. Gowa?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang tersebut di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengatahui dan menganalisis perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai
perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Jeneberang Kab. Gowa.
2. Untuk mengatahui dan menganalisis pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai

perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Jeneberang Kab. Gowa.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan dari tujuan diatas, adapun manfaat yang dapat diperoleh

dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :



1.

Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menambah wawasan,
pengetahuan tentang bagaimana sistem Perhitungan dan Pelaporan PPh 21
atas Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jeneberang
Kab. Gowa

Bagi Akedemisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akedemisi untuk
meningkatkan wawasan dan informasi mengenai pelaksana Perhitungan
dan Pelaporan PPh 21 pada pegawai Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta
Jeneberang Kab. Gowa.

Bagi Pihak Instansi

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai suatu gambaran serta evaluasi
atas tanggung jawab perusahaan sebagai pihak pemotong berkenaan han

perhutungan dan pelaporan PPh 21 atas pegawai di bawah perusahaan.



BABII

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2007, pajak ialah bentuk
kontribusi warga negara baik orang pribadi maupun badan yang diataur
dalam Undang-undang namun tidak mendapatkan imbalan secara langsung
atau bisa disebut Kontraprestasi dan untuk sebesar besarnya kemakmuran
rakyat Menurut para Ahli mengemukakan pajak ialah kewajiban atas
penghasilan yang diperoleh dan memiliki peredaran Bruto tertentu untuk
dialokasikan ke kas Negara yang dapat dipaksakan namun tidak adanya
jasa timbal balik secara langsung akan tetapi berdampak dalam
pemeliharaan kesejahteraan umum.

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak
itu sendiri menurut Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran Rakyat kepada
kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbalan (kontra Prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan
dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Juli Ratnawati dan
Retno Indah Hernawati, 2016).

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh warga pada negara
yang masuk pada kas negara yg dilaksanakan sesuai pada undang-undang

dan pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran



tersebut dipergunakan sang negara buat melakukan pembayaran atas
kepentingan awam (Mardiasmo, 2016:tiga). Unsur ini menyampaikan
pemahaman bahwa warga dituntut buat membayar pajak secara sukarela
serta penuh kesadaran sebagai rakyat negara yg baik. Penerimaan pajak
artinya artinya sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus
menerus dan bisa dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan
pemerintah dan kondisi warga.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Perpajakan Edisi Revisi
2013 (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib
pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak
Di Indonesia Pajak dan Retribusi merupakan sumber keuangan utama
bagi negara, sebagaimana sudah diketahui ciri-ciri yang melekat pada
pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak

yaitu:



a. Sumber Keuangan Negara (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pendapatan negara yang
akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin
maupun pengeluaran yang umum lainnya dalam Pembangunan.
Misalnya; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
Pajak Barng Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Fungsi Mengatur (Regularend)
Pajak berfungsi menjadi alat yg dipergunakan buat mengatur atau
menerapkan kebijakan pemerintah dibidang sosial serta ekonomi dan
mencapai tujuan tertentu selain dibidang keuangan, misalnya;
Pengenaan Pajak atas Barang mewah (PPnBM), hal ini buat mengatur
keseimbangan konsumsi warga khusunya barang mewah. Masyarkat
yang mengkonsumsi barang glamor dikenakan pajak. Semain mewah
suatu barang pajaknya akan meningkat (Ahmad Syarifudin., Kebumen,

2021).

3. Sistem Pemungutan Pajak
Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) cara/ system yang dipergunakan untuk
menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang
terutang oleh seseorang, yaitu :
a. Official Assesment System
Official Assesment system yaitu sistem pemungutan pajak yang
menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak

dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam system ini



utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai
dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini
wajib pajak bersifat pasif.

b. Self Assesment System
Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana
wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak
diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga
dengan sisten ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor
dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ), sedangkan
fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

c. With Holding System
With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan
bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang
bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus). (Purnamawati,

2017)

4. Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung yang dipungut
terhadap suatu organisasi atau orang perseorangan pada tingkat
penghasilan tertentu. Pajak Penghasilan dikenakan kepada Pengusaha Kena
Pajak atas penghasilan yang diterima atau penghasilan yang diperoleh
bselama tahun pajak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang
diterima atau dikumpulkan selama tahun pajak atau penghasilan selama

sebagian tahun pajak , jika kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir
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pada tahun pajak (Lukman Hakim Siregar, SE, 2018). Dasar hukum PPh
saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan atau yang bisa disingkat menjadi UU 7/1983. Dalam
perkembangannya, UU 7/1983 mengalami empat kali perubahan dan
disempurnakan dengan dua undang-undang lainnya, yakni UU Cipta Kerja
dan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Lebih lanjut, perubahan
pertama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991; perubahan
kedua tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994; perubahan
ketiga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; dan perubahan
keempat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dimuat pada Pasal 1 UU 7/1983 pajak penghasilan dikenakan
terhadap orang eksklusif atau perseorangan dan badan berkenaan dengan
penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.
penjelasan Pasal 1 UU 7/1983 menerangkan bahwa dasar aturan PPh ini
mengatur pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan
penghasilan yg diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak
tersebut dikenai pajak bila menerima atau memperoleh penghasilan.

Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil,
sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukan
sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

Menurut Erly Suandy (2014:13), pajak penghasilan adalah pajak yang

dikenakan terhadap penghasilan dapat dikenakan secara berkala dan
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berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun
pajak.

Mardiasmo (2009) bahwa pajak penghasilan itu dikenakan atas
penghasilan yang didapatkan. Pajak penghasilan adalah merupakan salah
satu bentuk pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan income. Pajak
penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu misalnya telah terpenuhi
syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana telah ditentukan oleh
Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh. (Dewita Abdullah , Treesje
Runtu , Hendrik Gamaliel, 2020)

1) Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan orang pribadi; warisan yang belum terbagi satu
kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT).
a. Subjek Pajak terdiri dari :
Subjek pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.
1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

a) Seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia, atau yang
telah bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang bertempat tinggal
di Indonesia pada tahun pajak dan akan menjadi bertempat
tinggal di Indonesia dan bertempat tinggal.

b) Perseroan yang didirikan atau didirikan di Indonesia antara
lain akan muncul perseroan terbatas, perseroan terbatas,
perseroan lain, perseroan nasional atau daerah, dan segala

bentuk perseroan, konsi, koperasi, dana pensiun,
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persekutuan, perkumpulan, yayasan. organisasi massa,
organisasi sosial politik atau sejenisnya, lembaga, badan
hukum tetap, dan bentuk usaha lain, termasuk dana
penanaman modal.
¢) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggunakan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah :
Wajib Pajak Luar Negeri yaitu badan usaha yang tidak di dirikan
atau tidak berkedudukan di Indonesia.
b. Tidak Termasuk Subjek Pajak
1) Badan perwakilan negara asing
2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang
diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat
tinggal bersama-sama mereka.
3) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.
4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang
ditetapkan dengan Keputusan Menter Keuangan.
2) Objek Pajak Penghasilan
a. Yang Termasuk Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak Penghasilan artinya penghasilan yaitu setiap

tambahan kemampuan hemat yg diterima atau di peroleh wajibPajak
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(WP), baik yang asal dari Indonesia maupun asal Iluar

Indonesia,yang dapat digunakan buat konsumsi atau buat menambah

kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan menggunakan nama dan

dalam bentuk apapun yang di atur dalam peraturan perpajakan

termasuk :

D)

2)

3)

4)

5)

6)

Penggantian atau - ketidak seimbangan berkenaan dengan
pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji,
upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang
purna tugas atau ketidak seimbangan pada bentuk lainnya
kecuali ditentukan lain pada Undang-undang Pajak Penghasilan;
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan
penghargaan;

Laba usaha;

Keuntungan karena penjualan atau sebab menyalurkan harta
termasuk keuntungan sebab membagikan harta kepada
perseroan, komunitas, dan badan lainnya menjadi pengganti
saham atau penyertaan modal;

Penerimaan kembali pembayaran pajak yanb telah di bebankan
sebagai biaya:

Bunga termasuk premium dan imbalan karena jaminan

pengambilan utang;



7)

8)

9)
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Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk
dividen dari Perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Royalti;

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta;

10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peratutan Pemerintah;

. Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas Penghasilan berupa :

D)

2)

3)

4)

Bunga deposito dan Tabungan lainnya;

Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa
efek;

Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan,
serta;

Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan

1)

Donasi atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh
badan amil zakat atau forumamil zakat yang dibuat atau disetujui
oleh pemerintah dan para penerima zakat yang brhak, harta
hibah yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus
satu derajat serta oleh badan keagamaan atau badan pendidikan

atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang



2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)
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ditetapkan oleh Menteri Keuangan, epanjang tidak ada korelasi
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
manajemen antara pihak;

Warisan;

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau
kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau
BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan
dan bertempat kedudukan di Indonesia;

Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang
dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan;
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9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modaln ya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;

10) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa
dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan
atau pemberian izin usaha;

11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal

ventura. (Candra Mustika, Mankeu, 2012)

5. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam
bentuk apa pun hubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Pajak
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa ,dan kegiatan yang
dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri,yang
selanjutnya disebut dengan PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan
,dengan nama dan dalam bentuk apapun,yang dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah,
subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar

negeri selain bentuk usaha tetapdi indonesia”.
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b)
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Subjek Pajak PPh 21

Subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21,atau disebut subjek

pemotongan adalah orang pribadi yang menerima atau meperoleh

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,jabatan,jasa atau

kegiatan (Chairil Anwar:2013). Penerimaan penghasilan yang

dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan Per-Dirjen Pajak

No.PER31/PJ/2012 adalah orang pribadi yang merupakan:

1) Pegawai

2) Penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun,
tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya.

3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pemberian jasa

4) Distributor Perusahaan multilevel marketing atau direct selling
dan kegiatan sejenis lainnya.

5) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak
merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

6) Mantan pegawai

7) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan.

Objek Pajak yang dikenakan PPh pasal 21 berupa :
Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai Per-Dirjen Pajak

No.PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut :



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap,
baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak
teratur.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pension
secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan
sejenisnya.

Penghasilan tersebut berupa tunjangan hari tua, pensiun,
tunjangan hari tua, atau tunjangan hari tua yang dibayarkan
segera dan berlanjut selama 2 tahun setelah masa kerja
berakhir.

Pendapatan dari pekerja sementara atau tidak tetap. Berupa
upah harian, upah mingguan, upah borongan, upah
borongan, atau upah bulanan.

Kompensasi yang dibayarkan kepada non-pegawai
termasuk, namun tidak terbatas pada, honorarium, komisi,
honorarium, dan kompensasi serupa sebagai kompensasi
atas atau sechubungan dengan jasa yang diberikan.

Imbalan bagi peserta kegiatan antara lain, namun tidak
terbatas pada, uang jajan, dana presentasi, dana konferensi,
honorarium, hadiah atau hadiah dalam bentuk dan nama
apapun, dan imbalan serupa dalam bentuk apapun.
Penghasilan berupa honorium atau imbalan yang bersifat

tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan
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komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap
sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi,
bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang
diterima atu diperoleh mantan pegawai.

9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta
program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari
dana pensiun yang pediriannya telah disahkan oleh Menteri
keuangan.

10) Penghasilan yang dipotong berdasarkan PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal meliputi manfaat dalam bentuk natura
dan/atau nama dan bentuk lain yang diterima oleh Wajib
Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
atau Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang
bersifat final, pendapatan pajak tunduk pada perhitungan

khusus.

Dalam hal penghasilan diperoleh atau diperoleh dalam mata
uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada kurs yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat
pembayaran penghasilan tersebut akan dihitung sebagai biaya pada
saat pembayaran. Penghitungan dalam Pasal 21 PPh atas

penghasilan berupa manfaat natura atau kenikmatan lainnya
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didasarkan pada harga pasar barang yang diberikan atau nilai yang

pantas dari hadiah natura dan/atau kenikmatan yang diberikan.

Non Objek PPh Pasal 21
Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong

Pasal 21 sesuai Per-Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2012 adalah :

1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari Perusahaan,
asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi
beasiswa.

2) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan (benefit in
kind), kecuali natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan
pajak atu diberikan oleh WP yang dikenakan PPh final atau
dikenakan PPh berdasarkan Norma perhitungan khusus.

3) Turan pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang
pendirinya telah disahkan olehh menteri keuangan, dan iuran
jaminan hari tua kepada penyelenggara badan Jamsostek

4) Zakat yang diterima oleh peribadi yang berhak dari badan
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah atau sumbagan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh
orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

5) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf 1

UU PPh 2008. Sesuai dengan PMK No.246/PMKO0.3/2008,
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penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh WNI
dari WP pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan
dasar,menengah,dan pendidikan tinggi kecuali dari objek
PPh,sepanjang penerima beasiswa tidak hubungan istimewa
dengan pemilik,komisaris,direktur, atau pengurus dari wajib
pajak pemberi beasiswa.

6) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberikerja
“Pajak yang ditanggung oleh pemberi Kerja” merupakan pajak
terutang atas penghasilan karyawan tetap yang menjadi beban
atau beban oleh pemberi kerja,sebagai akibatnya termasuk
kenikmatan. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak

selaras menggunakan hadiah

6. Perhitungan PPh pasal 21

Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saat ini, hukum terbaru
yang mendasari tentang PTKP adalah Undang-Udang Harmonisasi
Perpajakan No. 7 Tahun 2021 pada bab III pasal 7. Dalam penghitunga PPh
Pasal 21 merupakan batasan penghasilan yang tidak kenai pajak bagi orang
pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap, termasuk
pensiunan; pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai; termasuk
juga pegawai harian lepas, dan distributor multilevel marketing atau direct
selling maupun kegiatan sejenisnya, dengan ketentuan yang berbedabeda

Berikut ini adalah besaran PTKP terbaru yang berlaku:



Besar PTKP Status Wajib Pajak :
( Tabel 2. 1 Status PTKP)

a. Bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000
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b. Bagi wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sebesar

Rp4.500.000

c. PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan

suami, sebesar Rp54.000.000

d. Bil a ada tambahan, maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga

sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat,

sebesar Rp4.500.000.

Jumlah Status PTKP tidak | Status PTKP kawin | Status PTKP gabungan
anak kawin suami-istri

0 TK/0 | Rp54.000.000  K/0 | Rp58.500.000 | K/1/0 Rp112.500.000

1 orang TK/1 | Rp58.500.000 | K/i1 | Rp63.000.000 | K//1 Rp117.000.000

2 orang TK/2 | Rp63.000:000 | K/2 | Rp67.500.000 | K/l/2 Rp121.500.000

3 orang TK/3 | Rp67.500.000 | K/3 | Rp72.000.000 | K//3 Rp126.000.000

Pada UU yang terbaru yaitu UU/7/2021, terdapat tarif PPh Pasal 21

Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Tarif yang tersedia dikategorikan

berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP), diantaranya yaitu :

( Tabel 2. 2 Tarif PPh 21 Pasal 17 Ayat 1 )

Penghasilan kena pajak (PKP)

Tarif pasal 17

0-Rp60.000.000 5%
Rp60.000.000-Rp250.000.000 15%
Rp250.000.000-Rp500.000.000 25%
Rp500.000.000-Rp5.000.000.000 30%
Rp5.000.000.000 35%
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a. Perhitungan PPh 21 atas Pegawai Tetap

Berikut adalah langkah-langka bagaimana perhitungan PPH 21 atas

Pegawai :

1)

2)

3)

Menghitung penghasilan bruto
Penghasilan bruto adalah jumlah semua pendapatan yang diperoleh
karyawan, baik yang bersifat teratur dan tidak teratur. Contohnya
adalah gaji, tunjangan, lembur karyawan, bonus, dan tunjangan hari
raya keagamaan.
Penghasilan bruto = gaji + tunjangan + lembur +THR +
Pendapatan lain-lain
Menghitung biaya jabatan
Biaya jabatan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasian yang dapat dikurangkan dari penghasilan
setiap pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau
tidak (Peraturan Dirjen Pajak No 16 Tahun 2016). Besarnya adalah
5% dari penghasulan bruto, paling banyak Rp 6.000.000 setahun
atau Rp 500.000 sebulan.
Biaya jabatan = 5% x Penghasilan Bruto
Penghasilan Neto
Penghasilan neto adalah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya
jabatan dan iuran pensiun atau jaminan hari tua yang dibayar
karyawan jika ada. Dalam menghitung PPh 21, penghasilan bruto
bukanlah penghasilan yang langsung dikenakan pajak, melainkan

harus dikurangi PTKP lebih dahulu.
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Penghasilan neto = penghasilan bruto — ( biaya jabatan + iuran
pensiun/hari tua)

4) Penghasilan kena pajak (PTKP)

Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP adalah PKP, yakni dasar
pengenaan pajak untuk karyawan tetap. PKP terbaru ada enam lapis,
dimana semakin tinggi PKP, maka tarif pajaknya juga semakin besar.
PKP = Penghasilan neto — PTKP
b. Perhitungan PPh 21 atas Pegawai Tidak Tetap

Jika Anda bekerjasama dengan freelance atau pekerja lepas, begini

perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap yang digunakan adalah sebagai

berikut.

1) Jika penghasilan tidak sampai Rp 450.000 per hari atau Rp
4.500.000 per bulan maka pegawai tidak tetap tersebut tidak ada
potongan PPh 21 Pasal 21.

2) Jika penghasilan mencapai Rp 450.000 per hari atau sama dengan
Rp 4.500.000 per bulan maka pegawai tersebut, penghasilan
brutonya di Kurangi Rp 450.000

3) Jika penghasilan lebih dari Rp 4.500.000 hingga Rp 10.200.000
maka perhitungan adalah penghasilan dikurangi PTKP sebenarnya.
PTKP sebenarnya adalah besaran PTKP dibagi 360 hari.

4) Jika penghasilan pegawai tidak lebih dari Rp 10.200.000 maka

perhitungan pajak penghasilannya sama seperti pegawai tetap yaitu
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penghasilan bruto yang disetahunkan di kurangi PTKP

disetahunkan.

7. Pelaporan PPh Pasal 21/Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan
perhitungan pajak dan kewajiban hukumnya. Meskipun istilahnya surat,
pemberitahuan ini berupa formulir. Fungsi surat pemberitahuan menurut
(Lumanto et al., 2018) adalah sebagai berikut :

a) Sebagai tempat pelaporan sekaligus sebagai bukti penghitungan

pajak yang harus dibayar.

b) Tempat melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang terutang

olehnya untuk suatu tahun pajak atau bagian dari suatu tahun pajak.

c) Melaporkan pembayaran, pemotongan dan pemungutann dari orang

pribadi atau badan lain dalam suatu masa pajak tertentu berdasarkan

ketentuan undang-undang.

Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari SPT Masa/ bulanan dan SPT
Tahunan. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21
(PPh Pasal 21) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
14/PJ/2013. Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan PPh
Pasal 21 mulai 1 Januari. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang
pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang
mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang Undang Pajak
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Penghasilan. Dapat disampaikan dalam bentuk Kertas (hardcopy) maupun
data elektronik (eSPT). Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan Pasal 21.
Sedangkan SPT Tahunan biasanya digunakan untuk melaporkan
penghasilan atas penghasilan diri sendiri yang diterima, baik penghasilan
dengan tarif umum, penghasilan final, maupun penghasilan yang
dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Selain itu, surat pemberitahuan
Tahunan juga digunakan untuk melaporkan harta dan utang pada akhir
periode Tahun Pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan setiap akhir
Tahun Pajak.
Kerangka Konseptual

Gaji merupakan salah satu objek pajak yang harus dipotong dari
penghasilan. Pajak ini merupakan iuran wajib, sehingga wajib pajak harus
membayar pajak tersebut dari penghasilan yang diterimanya. Sebab, pajak
merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Indonesia yang
mempengaruhi pembangunan Nasional.

Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) mengatur tentang pembayaran gaji,
upah, komisi, tunjangan dan pembayaran lainnya, dengan nama apapun, yang
diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa dan kegiatannya. pajak atas
penghasilan dalam bentuk . Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang
terutang atas penghasilan dan merupakan kewajiban membayar wajib pajak.,
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang meliputi

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. 36 peraturan tahun
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2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini 18terutang pada akhir bulan pembayaran
atau pada akhir bulan terutang pengahasilan yang bersangkutan.

Begitu pula dengan Perusahaan Daerah Air Minum yang wajib
menghitung dan memotong PPh pasal 21 yang terutang dari gaji yang
dibayarkan kepada pegawainnya. PPh 21 yang dipotong dikreditkan ke
rekening negara pada tahun dan dilaporkan setiap tahun selama masa pajak
SPT PPh 21. Perusahaan Daerah Air Minum lokal harus mengikuti prosedur
penerapan dan pelaporan SPT yang ditetapkan UU.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menggambarkan kerangka

berfikir sebagai berikut :

PPh Pasal 21

I |

Perhit}lngan PPh 21 ‘ Pelaporan PPh 21

B | |
PDAM

(Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual)

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan di PDAM Kabupaten Gowa, dan waktu

penelitian selama 2 (dua) bulan dimulai dari bulan April-Juni 2024 setelah

ujian proposal.
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2. Sumber Informan
Informan yang akan bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini
adalah pihak dari PDAM Gowa yang mengetahui secara teknis dan detail

tentang permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data
a) Wawancara
Peneliti memilih teknik wawancara yang dilakukan melalui tatap muka
dan tanya jawab langsung kepada Pihak Perusahaan Daerah Air Minum
Kab.Gowa.
b) Observasi
Pengumpulan data langsung dari lapangan dengan cara melakukan
pengamatan terkait aktivitas dilapangan dalam hal ini PDAM Gowa
utamanya segala proses yang berkaitan dengan pelaporan PPh Pasal 21
¢) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara pengambilan
dokumen data yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.
4. Teknik Analisis Data
Teknik yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian atau
permasalahan yang ada ditempat peneliti. Analisis data dilakukan saat
pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Jika jawaban dari
hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan

pertanyaan sampai peneliti memperoleh data yang ingin diperoleh.



29

Aktivitas dalam analisis data dengan menggunakan teknik analisis data

kuantitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu :

a. Redukasi Data
Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang
besifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang besifat penting.
Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan
gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

b. Penyajian Data
Kumpulan informasi terstruktur yang memberikan peluang untuk
menarik kesimpulan dan mengambil tindakan lebih lanjut.Format
representasi datanya berupa teks deskriptif, matriks, grafik, diagram,
dan lain-lain, namun pada penelitian ini format representasi datanya
lebih bersifat deskriptif.

c. Menarik Kesimpulan
Seluruh data yang telah direduksi akan dijelaskan kembali secara detail
agar lebih mudah dipahami oleh peneliti dan pihak lain. Data yang
disajikan disini merupakan hasil pengumpulan data melalui observasi

dan penelitian.



BAB III

PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI

A. Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Gowa

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota
Sungguminasa dan penduduk Kabupaten Gowa umumnya, maka pada tahun
1980 didirikanlah 1 (Satu) pengolahan air bersih oleh Direktorat Jenderal Cipta
Karya Departemen Pekerjaan Umum Cabang Dinas Kabupaten Gowa, dimana
pengolahan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Proyek Pengolahan Sarana
Air Bersih ( PPSAB ) Propinsi Sulawesi Selatan, dengan kapasitas produksi air
bersih 10 Liter / Detik. Pada tahun 1981 unit pengolahan air Kabupaten Gowa
mulai memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Sungguminasa
hingga pada tangal 8 September 1982 sesuai Berita Acara Penyerahan Asset
Pemerintah Pusat oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada
Pemerintah Kabupaten Gowa, bersamaan itu pula Unit Pengelolaan Air Minum
(BPAM) Kabupaten Gowa yang pengelolaannya dan tanggung jawabnya masih
tetap berada pada PSAB Propinsi Sulawesi Selatan telah mengangkat Pegawai
Bagi BPAM dan memperbantukan 3 orang Pegawai Negeri Sipil dari
Pemerintah Kabupaten Gowa. Dengan laju perkembangan Pembangunan
Kabupaten Gowa, maka kebutuhan air bersih masyarakat kota bertambah
sehingga dengan kapasitas 10 Ltr/Dtk terasa sudah tidak mencukupi lagi.

Oleh PPSAB Propinsi Sulawesi Selatan, diajukanlah proposal

pengembangan rencana penambahan kapasitas produksi air bersih sebesar 20

30
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Ltr / Dtk. Pada Tahun 1985/1986 rencana penambahan Instalasi Pengolahan air
yang berlokasi di Lingkungan Cambaya Kelurahan Sungguminasa. Tetapi
dengan adanya IPA yang baru tersebut, Instalasi lama tidak lagi mendapat
perhatian dengan baik sehingga Unit Pengolahan Air (IPA) tersebut tidak dapat
difungsikan lagi.

Pada Tahun 1988 berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 1988 tgl. 15 Maret
1988 didirikanlah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa.
Berhubung karena unit Pengelolaan Air Bersih telah ada di Kabupaten Gowa
yaitu Badan Pengelolaan Air Minum Milik Direktorat Jenderal Cipta Karya
Departemen Pekerjaan Umum Cabang Dinas Kabupaten Gowa, maka oleh
Pemda Gowa mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk penyerahan
pengelolaan BPAM tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Gowa, sehingga
pada tanggal 23 Januari 1991 berdasarkan SK Menteri PU Nomor
7/KPTS/1991 Tanggal 09 Februari 1991, terlaksanalah penanda tanganan
Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air
Bersih di Kabupaten Gowa menjadi Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM )
Kabupaten Gowa.

Perusahaan Derah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gowa dalam, usaha
memenuhi kebutuhan akan air bersih masyarakat kota yang semakin
meningkat, telah memperoleh bantuan Pemerintah Pusat melalui APBN Tahun
Anggaran 1991/1995 yaitu penambahan kapasitas produksi 20 Lter/Dtk yang

pembangunannya dapat direalisasikan pada bulan Januari 1995 dan selesai
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pada Bulan Maret 1995, maka produksi air menjadi 40 Ltr / Dtk yang mulai
beroperasi pada bulan April 1995.

Seiring perkembangan PDAM Gowa untuk pelayanan kota
Sungguminasa dan sekitarnya sudah berjalan dengan baik dan normal,
sehingga PDAM Kabupaten Gowa mendapat kepercayaan untuk mengelola air
bersih di Kecamatan Tinggi™ Moncong (Kota Malino) diserahkan
pengelolaannya dari Pemerintah Kecamatan ke PDAM Gowa dengan nama
PDAM Kab. Gowa Cabang IKK Malino pada tangal 2 Juli 1994, dimana
sumber air dan pendistribusiannya menggunakan sistem gravitasi alam. Pada
awal Tahun 2001 telah diserahkan pula 1 ( satu ) Unit Instalasi Pengolahan Air
di Borong Loe oleh Pemimpin Proyek Bendungan Bili-Bili dengan Kapasitas
air 20 Ltr/Dtk, tetapi belum difungsikan sepenuhnya berhubung banyaknya
kendala-kendala tekhnis yang dihadapi di [PA Borong Loe tersebut. Disamping
itu pada tanggal 24 Mei 2002 diserahkan pula PDAM Gowa IKK Cabang
Bajeng ke PDAM Gowa yang merupakan Bantuan Hibah dari Pemerintah
Jepang ke Pemerintah Indonesia, dengan kapasitas produksi 20 Ltr / Dtk.

Pada bulan Mei 2001, Instalasi Pengelolaan Air Pandang-Pandang yang
dibangun oleh PPSAB Sulawesi Selatan dan sementara digunakan / dikelola
oleh PDAM Makassar telah diserahkan pengelolaannya kepada PDAM Gowa.
IPA Pandang-pandang dengan kapasitas produksi 200 Ltr / Dtk yang
diserahkan pada bulan Mei 2001 tersebut sudah menambah kapasitas produksi

air bersih PDAM Gowa menjadi 240 Ltr/ Dtk. Dengan kapasitas produksi 240
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Ltr / Dtk, maka PDAM Gowa berusaha memasarkan Sambungan Baru ( SR )
agar ada keseimbangan antara Produksi air dan jumlah pelanggan.

Visi @

Menjadi Perusahaan Daerah Air Minum yang SEHAT, UNTUNG &

TERKEMUKA di Indonesia yang TERBAIK, MANDIRI &

PEOFESIONAL dan berwawasan global.

Misi :

a) Memberikan pelayanan air minum sesuai standar Kesehatan dengan
tersedianya air baku yang optimal .

b) Menyediakan air minum yang BERKUALITAS, KUANTITAS, dan
KONTINUITAS

¢) Memenuhi cakupan layanan air minum yang maksimal kepasa
masyarakat.

d) Menjadi Perusahaan yang professional dengan sumber daya yang
kompetensi dan berdaya saing global.

e) Memenuhi kinerja keuangan yang mandiri dan produktifitas serta

berdaya saing global.



B. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Ketua

|

Sekertaris

Anggota

(Gambar 3. 1 Badan Pegawai)

Direktur Utama

Direktur Umum

Direktur Teknik

(Gambar 3. 2 Direksi)

Direktur Utama

Direktur Bidang

Bagian Hubungan
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Subag Penagihan
Langganan

Subag Baca
Meter

Subag Pengaduan
Langganan

Unit
Pelayanan

Direktur Utama

Direktue Bidang Teknik

(Gambar 3. 3 Bagian Langganan)

Bagian Peralatan

Subag Mekanik

Subag Bengkel

(Gambar 3. 4 Bagian Peralatan Teknik)




Direktur Utama

Direktur Bidang Teknik

Bagian Produksi

Subag Instansi
Pengelolahan Air

Laboratorium

Subag

(Gambar 3. 5 Bagian Produksi)

| Direktur Utama_ |

Direktur Bidang Teknik

Bagian Transmisi & Distribusi
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Subag
Distribusi

Subag
Transmisi

Subag Meter
Air

(Gambar 3. 7 Transmisi & Distribusi)

Direktur Utama

Direktur Bidang Umum

Bagian Umum

Subag Pengadan
Barang

Subag
Gudang

Subag Pengelolaan
Data Elektronik

Subag Humas
Dan Tata Usaha

Subag
Keamanan

(Gambar 3. 6 Bagian Umum)

C. Jobdescribtion

a. Bagian Langganan

Bagian Langganan mempunyau tugas :

1) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan.
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2) Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka meningkatkan
produktivvitas dan pengembangan karier bawahan;
b. Bagian Peralatan
Bagian Peralatan mempunyai tugas :
1) Menyusun rencana kerja sesuai dengan program kerja Perusahaan;
2) Mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang berkaitan
dengan bidang tugasnya;
3) Melakukan pemeliharaan, perbaikan dan membuat perencanaan
penggantian bangunan instalasi termasuk alat-alat Teknik lainnya;
c. Bagian Produksi
Bagian Produksi mempunyai tugas :
1) Melakukan pengendalian atas kualitas air minum termasuk
penyusunan rencana kebutuhan material produksi;
2) Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan
produktivitas dan pegembangan karir bawahan;
3) Melakukan pengendalian atas kuantita produksi air minum
termasuk penyusunan rencana kebutuhan material produksi;
d. Bagian Transmisi & Distribusi
Bagian Transmisi & Distribusi mempunyai tugas :
1) Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan
produktivitas dan pengembangan karir bawahan;
2) Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa Transmisi &

Distribusi:
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e. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas:
1) Bagian rencana kerja sesuai dengan program kerja Perusahaan;
2) Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka meningkatkan
produktivitas dan pengembangan karier bawaha;

3) Mengevaluasi hasil kerja bawahan;

D. Hasil Penelitian
Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai
“Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 Atas Pegawai Perusahaan Umum
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jene’berang Kab. Gowa” yang dilakukan
di Kantor Perumda Air Minum Tirta Jene’berang Kab. Gowa, dengan
menggunakan metode Kualitatif. Selama penelitian berlangsung dapat

dijelaskan sebagai berikut.

1. Perhitungan PPh 21 Pegawai Perumda Air Minum Tirta
Jene’Berang Kab. Gowa
Sebelum melakukan pelaporan PPh 21 langkah yang harus
dilakukan yaitu melakukan perhitungan pph 21 guna mengetahui jumlah
pph terutang yang harus dibayar kemudian dilaporkan. Penulis
mengangkat empat orang pegawai sebagai sampel dalam proses
perhitungan PPh 21, berikut merupakan data jumlah pegawai atas

perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2023 yaitu :
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Tabel 3. 1 Daftar Gaji Sebulan Pegawai PDAM Kab.Gowa

No | Nama Pegawai | J/K | Status | Penghasilan | Golongan

Tetap PTKP Perbulan
Sainuddin, S.SOS K/0 | Rp. 5.365.822 Dl
H.Syamsuddin, SH K/0 | Rp. 4.946,278 D1
Nurrachmi Abbas K/1 | Rp.4.946.278 Dl
Aisyah,S.SOS.I TK/0 | Rp. 3.962.035 C3

Al WIN|—
-1l il e

Tabel 3.1 menunjukkan daftar gaji sebulan pegawai PDAM Kab.
Gowa yang menunjukkan status PTKP, Peghasilan Perbulan, serta
Golongan dari masing-masing pegawai. Berdasarkan wawancara
Bersama bagian keuangan PDAM Kab.Gowa, perhitungan PPh 21
pegawai dihitung secara perbulan yang dimana proses perhitungannya

yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Proses Perhitungan Salah Satu Pegawai PDAM Kab. Gowa

Gaji Rp. 5.365.822
(+) Tunjangan :
Tunj. Jabatan Rp. 700.000
Tunj. Pangan Rp. 475.000
Tunj. Suami/Istri Rp. 536.582
Tunj Perusahaan Rp. 750.000
Tunj. Air Bersih Rp. 202.000
Tunj. Transportasi Rp. 550.000
Tunj. Kesehatan Rp. 357.041
Penghasilan Bruo Rp. 8.936.455
Biaya Jabatan (5%) | Rp. 446,822
Penghasilan Neto Sebulatn Rp 8.936.455
Penghasilan Neto Setahun Rp. 101.875.473
PTKP (K/0) Rp. 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 43.737.340
Tarif PPh 21

5% Rp. 2.168.773
PPh 21/ Sebulan Rp. 180.731
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Tabel 3.2 menunjukkan Proses Perhitungan Pasal 21. Data yang
diolah mengikuti data yang diberikan oleh pihak PDAM Kab. Gowa.
Penghasilan bruto di peroleh dari penambahan gaji pokok dan tunjangan
lainya. Pengenaan biaya jabatan yaitu 5 % dari penghasilan bruto dan
mengikuti aturan terbaru dengan tarif 6 juta/tahun atau 500 ribu/bulan.
Penghasilan neto diperoleh dari pengurangan jumlah penghasilan bruto
dengan biaya jabatan. PKP setahun diperoleh dengan mengurangi
jumlah Neto dengan jumlah PTKP. Kemudian pada perhitungan PPh 21
diperoleh dengan mengikuti perhitungan dengan tarif progresif sesuai
dengan pasal 17 ayat (1) UU PPh.

Menurut hasil wawancara kepada Ibu Dela Birro Septiany selaku
Kasubang. Keuangan Pajak Perumda Air Minum Tirta Jene’berang Kab.
Gowa (Tanggal 6 Juni 2024)

“Selama Proses perhitungan PPh 21 adanya perubahan tarif
dengan menggunakan metode Ter (Tarif Efektif rata-rata)
membuat sebagian karyawan yang memiliki NPWP gabungan
pada saat pelaporan pph 21-nya tinggi dikarenakan
penggabungan bruto X tarif TER hasilnya jauh lebih tinggi
dibandingkan tarif perhitungan sebelumnya.”

Berdasarkan Hail Wawancara di atas yang berarti Perubahan tarif
dengan menggunakan metode TER (Tarif Efektif Rata-rata) dapat
mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar oleh karyawan,
terutama bagi mereka yang memiliki NPWP gabungan. Penggabungan

penghasilan bruto dengan tarif TER bisa menyebabkan peningkatan

signifikan dalam jumlah PPh 21 yang harus dibayar.
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Berdasarkan hasil perhitungan PPh 21 atas pegawai Perumda Air

Minum (PDAM) Tirta Jene’berang Kab. Gowa, Adapun jumlah data

pegawai atas pelaporan PPh 21 tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai Atas Pelaporan PPh Pasal 21

No Bulan Jumlah Pegawai atas Keterangan
Pelaporan PPh 21
1 Januari 285 Orang Terlapor
2 Februari 284 Orang Terlapor
3 Maret 284 Orang Terlapor
4 April 284 Orang Terlapor
5 Mei 284 Orang Terlapor
6 Juni 283 Orang Terlapor
s Juli 284 Orang Terlapor
8 Agustus 284 Orang Terlapor
9 September 283 Orang Terlapor
10 Oktober 284 Orang Terlapor
11 November 284 Orang Terlapor
12 Desember 284 Orang Terlapor

Data diolah tahun (2024)

Dari table 3.3 jumlah pegawai atas pelaporan PPh 21 pada bulan

januari sebanyak 285 pegawai. Sedangkan pada bulan februari sampai

bulan mei sebanyak 284 pegawai. Kemudian pada bulan juni sebanyak

283 pegawai. Sedangkan pada bulan juli sampai bulan agustus 284

pegawai. Kemudian pada bulan September 283 pegawai. Hingga pada

bulan oktober sampai desember jumlah pegawai yang melaporkan PPh

21 sebanyak 284 Pegawai. Naik turunnya jumlah pegawai di PDAM

dipengaruhi oleh pegawai yang pensiun atau pegawai yang bertambah.
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Hal ini sesuai hasil wawancara dengan bendaharawan di PDAM Kab.
Gowa Ibu Dela Birro Septiany (Tanggal 6 Juni 2024)
“untuk cara pelaporan sama dengan proses pelaporan pada
umumnya, kerana kita juga mengikuti peraturan yang ada jadi pasti
sama. Biasanya untuk pelaporan kita laporkan ke DJP online,
melalui e-filing”

Berdasarkan Proses pelaporan PPh 21 melalui DJP Online dan e-
Filing yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Gowa menunjukkan
kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan penggunaan
teknologi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi
pelaporan. Penggunaan e-Filing memberikan banyak manfaat, termasuk
pengurangan kesalahan manual, efisiensi waktu dan biaya, serta
penyimpanan data yang aman. Namun, tantangan terkait pemahaman

teknologi dan kendala. teknis perlu diatasi melalui pelatihan dan
dukungan teknis yang memadai.
. Pelaporan PPh Pasal 21 Terutang dari Bulan Januari-Desember
Tahun 2023

Adapun jumlah yang diperoleh dari PPh 21 terutang pegawai
yang berdasarkan dari data PDAM Kab. Gowa tahun 2023 yaitu sebagai

berikut :

Tabel 3. 4 Pelaporan PPh Pasal 21 dari Bulan Januari-Desember

Tahun 2023
Masa PPh 21 Terutang Tanggal
Pelaporan
Januari 6.604.977 28/01/2023
Februari 6.599.251 20/02/2023
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Masa PPh 21 Terutang Tanggal
Pelaporan
Maret 6.599.251 21/03/2023
April 6.599.251 19/04/2023
Mei 6.599.251 19/05/2023
Juni 6.578.614 21/06/2023
Juli 6.858.358 24/07/2023
Agustus 6.874.983 22/08/2023
September 6.890.848 20/09/2024
Oktober 6.902.711 23/10/2023
November 6.901.239 21/11/2023
Desember 6.901.239 19/12/2023

Data diolah tahun (2024)

Dari tabel 3.4 meunjukkan total dari PPh 21 yang dilaporkan tiap
bulannya dari bulan Januari hingga bulan Desember. Pada bulan Januari
menunjukkan banyaknya hasil dari pemotongan PPh 21 yang kemudian
dilaporkan sebanyak Rp.6.604.977 pada bulan Februari sampai bulan
Mei Rp.6.599.251, pada bulan Juni sebanyak Rp.6.578.614, pada bulan
Juli sebanyak Rp.6.874.938, bulan Agustus sebanyak Rp.6.874.983,
kemudian pada bulan September sebanyak Rp.6.890.848, pada bulan
Oktober Rp.6.902.711. Sehingga pada bulan November sampai bulan
Desember sebanyak Rp.6.901.239.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendaharawan PDAM
Gowa, jumlah dari hasil pelapoan PPh 21 tidak sama untuk beberapa
bulam. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti ada pegawai
yang telah pensiun, pegawai yang bertambah, tanggungan bertambabh,
hal ini sesuai dengan wawancara bersama ibu Dela Birro Septiany

(Tanggal 6 Juni 2024) :
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“Jumlah PPh 21 yang dilaporkan tidak selamanya sama,
biasanya kasus yang terjadi bukan dikarenakan batas tanggal
melainkan jumlah PPh yang salah input . Dan adapun di
pengaruhi oleh beberapa hal seperti adanya pegawai yang
pensiun, tanggungan yang bertambah, dan adanya pegawai
baru”

Dari hasil wawancara tersebut Variabilitas jumlah PPh 21 yang
dilaporkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kesalahan input
dan perubahan status pegawai seperti pensiun, penambahan tanggungan,
dan pegawai baru. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan yang
memadai, penggunaan teknologi yang tepat, dan prosedur pengendalian
internal yang efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan
kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21 dapat

diminimalkan, sehingga laporan yang disampaikan lebih akurat dan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

. Proses Pelaporan PPh Pasal 21 oleh Kasubang. Keuangan Pajak

PDAM Kab. Gowa

Dalam proses pelaporan PPh Pasal 21, bendaharawan melaporkan
seluruh rekapan hasil pelaporan PPh Pasal 21 pasa karyawan secara
online melalui e-filing.
1. Untuk langkah pertama, klik login dengan memasukkan nomor

NPWP, kata sandi dan kode keamanan,

e e e e e

Los=irs
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2. Kemudian klik Lapor dan pilih menu e-filing

Informasi Dashboard profil Lapor Layanan
= Menu Lapor “Apabila terdapat data yang tidak sesual,slakan menghubung} KPP Administrasi tau Kring Pajak
1500200

B Riwayat Pelaporan

3. Pilih SPT PPh 21 kemudian klik Penyiapan SPT Masa 21.

Dashboard SPT Unifikasi SPT 21 bupot ==

Bukti Potong 21126 Posting SPTPPh 2126

3 # Perekaman Bukti Penyetoran SPT 21 # Perekaman Bukti Penycionn -
Aoz Agustus

= ppyiapan sPTMasa 21

4. Pilih bulan yang akan di imput pelaporannya lalu klik lengkapi
SPT.

5. Scroll ke bawah hingga muncul pilihan penandatangan lalu pilih

penanda tangan (nama penandatangan) lalu klik simpan.

Penandatangan
&y
B simpa x
Penandatangan
Per Pengurus =
pen. e
> |
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6. Langkah selanjutnya, setelah nama penandatangan tersimpan klik

menu refresh lalu pilih kirim SPT.

.......

7. Upload sertivikat elektronik lalu masukkan password sertivikat
elektronik, kemudian klik kirim SPT hingga muncul tampilan
sukses. Setelah itu klik menu dashboard, jika sudah muncul kata
“terlapor” maka langkah selanjutnya yaitu mencetak penerimaan

elektronik.

E. Pembahasan
1) Perhitugan PPh Pasal 21
Mekanisme perhitungan, PDAM Tirta Jene’berang Kab. Gowa
menggunakan sistem pemungutan pajak yaitu With Holding Assessment
System. PDAM Tirta Jene’berang Kab. Gowa sendiri menerapkan With

Holding Assessment System sebagai langkah awal untuk melakukan
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pemotongan terhadap karyawan. With Holding Assessment System
memberikan wewenang kepada pihak ketiga seperti halnya bendahara
perusahaan dalam pemotongan/pemungutan serta menyetor dan
melaporkan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dengan menggunakan With Holding Assessmen System, kewajiban
perpajakan lebih mudah untuk ditunaikan, mengingat peran pihak ketiga
dalam melakukan perhitungan pajak dan langsung melakukan penarikan
sejumlah pajak yang seharusnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
Dalam Perhitungan PPh 21 merupakan proses penentuan besarnya
pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh karyawan atas
penghasilan yang diterima setiap bulan. Langkah pertama adalah
menentukan penghasilan bruto yang meliputi gaji pokok, tunjangan, dan
sebagainya. Setelah itu, dilakukan pengurangan dengan biaya jabatan
dan iuran pensiun untuk mendapatkan penghasilan neto. Penghasilan
neto ini kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) sesuai status kawin dan jumlah tanggungan karyawan untuk
mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selanjutnya, PKP
dikalikan dengan tarif pajak progresif yang berlaku untuk menghitung
PPh 21 terutang. Jumlah pajak ini merupakan kewajiban yang harus
dibayar oleh karyawan setiap bulannya.

Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada staff keuangan
pajak PDAM Kabupaten Gowa, ada beberapa yang menjadi

permasalahan dalam proses perhitungan seperti kendala yang sering
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terjadi seperti data NPWP tidak sesuai dengan data kependudukan dan
kesalahan penghitungan PTKP serta pengurangan lainnya.

Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilaporkan Bendaharawan PDAM
Kabupaten Gowa yaitu seluruh rekapan pelaporan PPh 21 pegawai
dalam bentuk SPT masa, yang di laporkan secara online melalui e-filing.
Proses pelaporan PPh seluruh rekapan terbilang mudah, apalagi dengan
tersedianya panduan-panduan dalam proses pelaporan. Hal awal yang
perlu disediakan sebelum melakukan pelaporan PPh pasal 21 yaitu
NPWP pelapor dengan kata sandi untuk login.

Untuk proses pelaporan PPh pasal 21 oleh staff Keuangan Pajak bisa
dicermati pada poin ke 4 dalam proses pelaporan PPh Pasal 21 oleh staff
Keuangan Pajak PDAM Kabupaten Gowa. Ada beberapa formulir yang
telah di lengkapi dalam pelaporan oleh staff Keuangan seperti SPT Masa
Instansi Pemerintah, Daftar potongan PPh Pasal 21 pegawai tetap dan
penerima pensiun, Daftar bukti potong PPh 21 final, tidak final, dan
bukti potong, serta bukti setor, dan mengapload sertifikat elektronik.
Namun, seperti yang ditunjukkan oleh wawancara dengan staff
Keuangan Pajak PDAM Kabupaten Gowa, ada beberapa hambatan yang
menghambat proses pelaporan, seperti hambatan jaringan, NPWP tidak
ditemukan sehingga proses pelaporan menjadi terhambat. Untuk
mengatasi masalah ini, kualitas jaringan harus ditingkatkan agar proses

pelaporan selanjutnya tidak terkendala lagi oleh gangguan jaringan.
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Namun, DJP sendiri menyediakan penyelesaian untuk masalah seperti
NPWP yang tidak ditemukan atau bahkan masalah lain yang menjadi
kendala.

Dapat dibuktikan pada tabel 3.4 menunjukkan jumlah dari seluruh
pemotongan PPh pasal 21 pada pegawai tiap bulannya yang kemudian
di laporkan oleh staff keuangan pajak dalam SPT Masa. Pada bulan
Januari, yang dilaporkan sebanyak Rp.6.604.977 pada bulan Februari
sampai bulan Mei sebanyak Rp.6.599.251, pada bulan Juni sebanyak
Rp.6.578.614, pada bulan Juli sebanyak Rp.6.874.938, bulan Agustus
sebanyak Rp.6.874.983, kemudian pada bulan September sebanyak
Rp.6.890.848, pada bulan Oktober Rp.6.902.711. Sehingga pada bulan
November sampai bulan Desember sebanyak Rp.6.901.239.

Menurut penyampaian dari staff Keuangan Pajak PDAM dari hasil
wawancara, jumlah yang dilaporkan tisak selalu sama, hal ini
dipengaruhi oeleh beberapa faktor seperti tunjanngan yg bertambah/atau
berkurang, sudah pensiun, atau pegawai yang belum mempunyai
NPWP, seingga jumlah yang dilaporkan atau bahkan pegawainya tidak

sama setiap bulannya.

F. Penelitian Terdahulu
Dari hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Adiningrat, A.A.,Hamzah,P., & Sukma, Y. W. (2021) Menyatakan bahwa
Peraturan UU PPh 1984 Bahwa Penghasilan yang dikenakan Pajak

Mempunyai Unsur-unsur yang termasuk penghasilan adalah setiap
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tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang di dapat oleh
wajib Pajak.

Selain itu Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang di lakukan
oleh Rustan, R., Qalbi, S. A., & Rusyidi, M. (2020). menyatakan bahwa
adanya e-filing wajib pajak sudah merasa puas dengan adanya Penerapan
pelaporan berbasir elektronik, karena dengan e-fling wajib pajak banyak
merasakan manfaat seperti sistem pelaporan yang praktis, menghemat biaya

dan keamanan data terjamin



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan

pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jene’berang

Kab. Gowa maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jene’berang Kab.
Gowa dalam perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 21 Undang-undang No.
36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam perhitungan PPh 21
PDAM Kab Gowa telah mengikuti ketentuan PTKP terbaru, pegawai
dengan penghasilan dibawah dari 60 juta tidak dikenai pajak atau status
pajaknya nihil, hal ini yang mengakibatkan beberapa pegawai dari
PDAM Kab. Gowa yang hanya melaporkan pajaknya saja.

Pelaporan PPh pasal 21 pada pegawai PDAM Kab. Gowa, maka
penelitian dapat menyimpulkan bahwa staff Keuangan Pajak PDAM
Kab. Gowa dalam hal pelaporan PPh 21 hanya melaporkan seluruh
rekapitulasi PPh Pasal 21 (SPT Masa). Pelaporan PPh Pasal 21 di
laporkan mengunakan e-filling karena sistem pelaporan yang praktis,

menghemat biaya dan kemanan data terjamin.

50



51

B. Saran
Penulis mengakui bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kendala

seperti keterbatasan kemampuan penulis. Penulis berharap penelitian ini

akan bermanfaat bagi PDAM Kabupaten Gowa dan semua pihak yang

terlibat dan kiranya membutuhkan penelitian ini :

1. Harus disipilin dan tepat waktu dalam hal penyetoran dan pelaporan
Pajak Penghasilan yaitu tidak lewat tanggal 20 bulan berikutnya.

2. Segera mengurus NPWP bagi pegawai yang belum memilikinya,

sehingga memudahkan pada saat proses perhitumgan dan pelaporan
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(Surat Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar)

55



56

(Surat izin penelitian DPM PTSP Provinsi)




(Surat Penelitian PTSP Kab.Gowa)
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(Surat Balasan Dari PDAM TIRTA JENEBERANG Kab. Gowa)
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Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara

No

Pihak PDAM Kab.
Gowa

Pertanyaan

Wawancara

Staff Keuangan Pajak
PDAM Kab. Gowa
(Dela Birro Septiany)

Apa saja kendala
yang dialami selama
proses  perhitungan
dan pelaporan dalam
rekapan PPh Pasal 21
pada Pegawai?

Untuk kendala yang dialami
banyak yah, yang pertama
Selama proses perhitungan
adanya perubahan tarif dengan
menggunakan metode TER
(tarif  rata-rata) membuat
sebagian  karyawan  yang
memiliki NPWP  gabungan
pada saat pelaporan PPh Pasal
21-nya tinggi dikarenakan
penggabungan Bruto x Tarif ter
hasilnya jauh lebih tinggi di
bandingkan tarif perhitungan
sebelumnya. Selanjutnya yaitu
laporkan bukan hanya pph 21
tapi ada ppn, pph 25, pph 23,
bahkan kita juga minta npwp
dari rekanan, faktur-faktur
tetapi sering terjadi seperti
beberapa karyawan yang lupa
lapor pajak, bermasa bodo,
sehingga kita perlu mendorong
karyawan itu untuk melaporkan
pajaknya, kemduian beberapa
juga sering terjadi seperi
NPWP sudah tidak aktif lagi
atau NPWP tidak terconnec
dengan kantor pajak sehingga
harus meminta data dari awal.

Bagaimana pendapat
anda dalam proses
Perhitungan dan
Pelaporan PPh Pasal
21 di PDAM Kab.
Gowa?

Untuk proses perhitungan dan
pelaporan PPh Pasal 21 iru
sendiri cukup baik,
dikarenakan dengan
menggunakan tarif efektif rata-
rata mempermudah
perhitungan PPh Pasal 21.
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Bagaimana pendapat
anda jika pelaporan
PPh Pasal 21 tidak

Mengikuti aturan dari kantor
pajak pembayarannya dari
tanggal 1 samapi tanggal 10

sesuai batas tanggal | bulan berjalan, lewat dari
yang telah | tanggal 10 dikenai sanksi
ditentukan? administrasi 2% dari apa yang
kita bayarkan. Jadi ketika telat
1 hari dikenai denda, dan itu
dibayarkan bukan dari gaji
karyawan yang kita potong
dendanya tetapi itu diambil dari
kantor sendiri entah dari kas
besar ataupun dari RAB.
Apakah terdapat | Memberikan pemahaman
upaya untuk | secara berkala kepada para WP
meningkatkan untu  terus  meningkatkan
kesadaran dan | kedisiplinan dalam pelaporan
pemahaman pegawai | pajaknyan karena tarif pajak
terkait pelaporan PPh | mengalami perubahan tarif
Pasal 21? setiap tahunnya sehingga perlu

untuk memberikan pemahaman
informasi yang detail kepada
wajib pajak agar tidak terjadi
miss komunikasi antara bagian
pajak dan para Wajib Pajak.
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LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI

Dokumentasi I : Halaman Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Jeneberang Kab. Gowa

Dokumentasi II : Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Dela Birro Septiany



62

LAMPIRAN 4

Data-data Hasil Penelitian
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